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	Menurut Pasal 44 Ayat (1) KUHP, seseorang tidak dapat dihukum bagi yang kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.
Yang berhak menentukan dapat atau tidaknya seseorang yang mengalami gangguan jiwa untuk dimintai pertanggungjawaeuban
ialah hakim. Namun, dalam praktiknya penyidik sering mengeluarkan Surat Penghentian Pemeriksaan Perkara (SP3) pada tahap
penyidikan dengan alasan tersangka mengalami gangguan jiwa. 
	Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan mekanisme penyidik dalam menentukan seseorang tersebut mengalami
gangguan jiwa, menjelaskan mekanisme penghentian perkara oleh penyidik terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa, dan
menjelaskan upaya hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum atau pihak yang berkepentingan dari penghentian
pemeriksaan tersebut. 
	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yurisdis empiris. Penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris ini
menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan melalui proses wawancara dan memadukan bahan-bahan hukum seperti
buku-buku teks, teori-teori, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, tulisan-tulisan ilmiah yang merupakan data sekunder.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyidik dalam menentukan seseorang mengalami gangguan jiwa ialah dengan
mengirimkan tersangka ke Rumah Sakit Jiwa untuk dilakukan observasi selama 14 hari. Kemudian penghentian pemeriksaan yang
dilakukan oleh penyidik dilakukan atas dasar Pasal 44 KUHP, Visum et Repertum Psychiatricum yang dikeluarkan oleh dokter ahli
kejiwaan, petunjuk dari jaksa, serta diskresi kepolisian. Dan tidak terdapat upaya dari jaksa penuntut umum dan pihak yang
berkepentingan terhadap penghentian pemeriksaan perkara tersebut. 
	Disarankan agar penyidik membuat standar operasional prosedur tertulis dalam menentukan dan menghentikan penyidikan.
Pemerintah disarankan untuk mempertegas Pasal 44 KUHP. Jaksa penuntut umum dan/atau korban disarankan untuk mengajukan
praperadilan jika merasa keberatan. 
